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Gambar 1. Wawancara dengan Sekretaris Desa selaku Perwakilan Kepala
Desa Tanjung Agung terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan
penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung
Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.
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Gambar 2. Wawancara dengan orang tua selaku perwakilan anak penyandang
disabilitas terkait pemenuhan hak kesehatan dan akses terhadap pelayanan serta
bantuan kesehatan yang diterima di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung

Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.
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Gambar 3. Wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Agung terkait
pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas serta dukungan
masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di
Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu

Utara.



